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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR: 4 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOXOLER DAN KEUANGAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

1.

KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG

bahwa kedudukan protokoler dan kenangan pimpinan dan anggoia
Dewan Porwakilan Rakyat Daerah telah diatur dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;

bahwa untuk menmdaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomeor 24 Tahun
2004 perlu mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyst Daecrah Kabupaten Karawang,
berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jaws Barat ( Lembaran
"Negara Republik Indonesia Tahun 1950 )

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protckoler (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3363 ),

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851 );

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nemor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286 );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan MPR, DPR,

DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4310 )
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4333 )

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petubentukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1930 ientang Ketentuan
Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); :

Peraiuran  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 fentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah  Otonom
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952 );

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022 y,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tenfang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelengparaan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4050 );

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kKedwndukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416 ),

Peraturan Pemermtah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tentib DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417},



17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2000 tentang
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
(Lembaran Dacrah Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 200) tentang
Pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Menetapkan

Dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Dacerah selanjutnya disebut DPRD) Kabupaten
Karawang adalah Jembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten
EKarawang scbagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.

Anggota DFRD adalah mereka yang diresmikan keangpotaannya sebagai
Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DFRD.

6. Sckretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRD,

7. Kedudukan Profokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada

seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat
dalam acara resmi atau perfemuan resmi,
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Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara
resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata
penghormatan sehubunpan dengan penghormatan kepada scscorang
sesuai dengan jabatan dan/atm kedudukannya dalam negara,
pemerintahan atau masyarakat,

Acara Resmi adalah yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dalam
melaksanakan tugas dan fungsi terientu, dihadiri oleh pejabat negara,
pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah serta undangan lainnya.
Tata Upacara adalah amran untuk melaksanakan upacara dalam acara
kenegaraan dan acara resmi

Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara,
pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat
tertentu dalam acaia kenegaraan atau acara resmi.

Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat
bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan
tokoh masyarakat terfentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi,
Uang represeniasi adalah uvang vang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD schubungan dengan kedudukannya
scbagai pimpinan dan anggota DPRD.

Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

Tunjangan Jabatan adalah vwang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Angpgota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota DFRD.

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah mnjangan yang diberikan
sctiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD schubungan dengan
kedudukannya scbagai Kefua atau Wakil Ketna atau Sckretaris atau
Anggota Panitia Musyawarah, atauv Komisi, atav Badan Kehormatan,
atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Lainnya.

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang discdiakan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRI} berupa tunjangan pemeliharaan keschatan
dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/ramah dinas,
kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, vang duka wafattewas dan
bantuan biaya pengurusan jenazah,

Uang Jasa Pengabdian adalah vang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD atas jasa pengabdiannnya setelah yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjuinya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh
DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



20. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diben tugas
tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

21. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi
tugas tertentu di bidangmya sceuai dengan peratwran perundang-
undangan.

22, Instansi Vertikal adalah perangkat Dopartemen dan atau Lembaga
Pemerintah Non Departemen di Dacrah.
LTy Y
BABII
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Acara Resmi
Pasal 2
(1) Pimpinan dan Anggetz DPRD memperoteh kedudukan protokoler dalam
acara restai.
{2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. Acara resmi pemerintah yang discienggarakan di dacrah;
b. Acma resmi pemerintah dacrah yang menghadirkan pejabat

pemerintah;
¢. Acara resmi pemerintah dacrah yang dihadini olch pejabat pemerintah
daerah.
Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan
di ibukota Kabupaten sebagai berikut :

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Dacrah setelah
Pejabat Instansi Vertikal lainnya;

¢. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat pemerintah daerah
lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala
Dinas/Badan dan atan Satuan Kegja Daerah lainnya.

Pasal 4
Tata tempat dalam rapat-rapat DPRID sebagai berikut :
a. Ketua DPRD didampingi olch Wakil-wakil Ketua DPRD;

fn



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah ditempatkan sejajar dan di
sebelah kanan Ketua DPRD;

Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk
Anggota;

Sekretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan scsuai dengan kondisi ruang
rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

a.

d.

e

Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan
melantik Kepala Daerah dan Walkil Kepala Daerah,

Wakil-wakil Ketea DPRD duduk diselah kiri Ketuva DPRD
Anggota DPRDD menduduki tempat vang telah disediakan untuk
Anggota;

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah
kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/jaryi dan melantik Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daecrah,

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah yang akan dilantik
duduk di sebelah kirt Wakil-wakil Ketua DPRD;

Sckretaris DPRD, Peninjau, dan Undangan sesuai dengan kondisi
ruangan rapat;

Mantan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan
duduk di sebelah kiri Wakil- Wakil Ketua DPRD;

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di
sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik
Kepala Daerat dan Wakil Kepala Daerah.

Pasai 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Ianii Anggota DPRD scbagai
beriku! ;

a.

Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua
Pengadilan Negeri atan Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan
Kepala Daerah;

Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat
yang telah disediakan ;

Selelah peugucapan sumpah/janii Pimpinan Sementara DPRD duduk di
eebelah kist Kepala Daerah;



Pimpinan DPRD yang lama dan Ketva Pengadilan Negeri atau Pejabat
yang ditunjuk duduk di tempat yang tclah disediakan;

e. Sckretaris DPRI) duduk di sebelah Pimpinan DPRD;

Para Undangan dan Anpgota DPRD lainnyz duduk di tempat yang telah
disediakan;
Pers / Kru TV / Radio disediakan tempat tersendini.

Pasal 7

Tata tempal dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua
dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

a.

)

8]

Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Paerah dan
Wakil Kepala Daerah;

Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan
Nepgeri;

Setelah pelantikan, Ketva DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah
kiri Ketua DPRD;

Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk
di lempat yang telah disediakan;
Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 8

Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa Upacara Bendera atau
bukan Upacara Bendera.

Untuk keseragaman, kclancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya
acara resru, divelenpgarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan
perateran perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghornatan
Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan
penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah

Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanpan.



Bagian Kelima
Tata Pakaian
Pasal 10

(1) Dalam menghadiri rapat-rapat DFRD, Pimpinan dan Anggeta DPRD
mengenakan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.

(2) Dalam menghadiri Rapat Paripuma, Pimpinan dan Anggota DPRD
mengenakan Pakaian Sipil Hardan (PSH), dan bagi Angpota wanila
menyesuaikan.

(3) Dalam menphadiri Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan dan Anggota
DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) dengan Peci Nasional,
dan bagi Anggota wanita menyesuaikan,

{4) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggoia
DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan Peci Nasional,
dan bagi Angpota wanita menyesuaikan,

(5) Dalam menghaditi Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi
Kabupaten Karawang, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan
Pakaian Adat Sunda, dan bagi Anggota wanita menyesuaikan.

Bagian Keenam
Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas
Pasal 11

Pengaturan nomor polisi kendaraan dinas Ketna dan Wakil Ketua DPRD
scbagai berikut :

(1) Nomotr polisi kendaraan dinas Ketua DPRD setelah nomor polisi
kendarasn dinas Bupati.

(2) Nomor polisi kendaraan dinas Wakil Ketna DPRD setelah nomor polisi
kendaraan dinas Wakil Bupati.

BABIII
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Pengnasilan
Pasal 12
(1} Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
a. Uang Representasi;
b. Uang Paket;
¢. Tunjangan Jabatan;
d. Tunjangan Komisi,



(2) Selain ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD
dapat menerima tunjangan yang terdiri dari :

a. Tunjangan Panitia Musyawarah;
b.. Tunjangan Panitia Anggaran;
¢. Tunjangan Badan Kehormatan;

[« 9

. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 13
{1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
(2) Uzng Representasi Ketua DPRD Kabupaten setara dengan Gaji Pokok
Bupati yang ditetapkan Pemerintah.

(3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten scbesar 30 %
{delapan puluh perseratus ) dan Uang Representast Ketua LPRD
Kabupaten.

(4) Uang Representasi Anggota DPRD Kabupaten sebesar 75 % (tujuh
puluh fima perseratus ) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten,

(5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras vang
besamya sama dengan Ketentuan yang berfaku pada Pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 14
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.

(2) Uang Paket schagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh
perseratus ) dan Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasai 15
{1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 %

{seratus empat puluh lima perseratus ) dari masing-masing Uang
Representasi.

Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah
atau Komisi atau Panitia Anpgaran atau Badan Kehormatan atau Alat
Kelengkapan Lainnva yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai
berikut :

a. Ketua sebesar 7,5 % ( tmjuh setengah perserams ) dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD,



b. Wakil Ketua scbesar 5 % (lima perseratus ) dari Tunjangan Jzbatan

Ketua DPRD;

¢. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus ) dan Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD;

d. Anggota sebesar 3 % { tiga perseratus ) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD.

(2) Tunjangan Badan Kechormatan unsur lnar DPRD yvang duduk dalam
Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut
a. Ketva paling tinggi 50 % (lima puluh perscratus) dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat puluh lima perseratrus) dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
c. Anggota paling tinggi 40 % ( empat puluh perseratus ) dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
Pasal 17

(1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal
12, pajak penghasilan dibebankan pada keuangan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan.

(3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD) di luar sebagaimana dimaksud
pasal 12 pajak penghasilan tidak dibebankan pada keuangan daerah sesuai
perataran perundang-undangan,

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahterzan
Pasal 18

(1) Pimpinan dan Anggota DFRD beserta kelearganya diberikan Tunjangan
Pemeliharaan Keschatan dan Pengobatan.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan
pemeliharaan keschatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2
{dua) orang anak.

(3) Tunjangan keschatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada
Lembaga Asuransi Keschatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Dacrah.

Pasal 19

{1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) ramah jabatan beserta
perlengkapannya dan 1 ( satu ) unit kendaraan dinas jabatan.

(2) Belanja pemecliharaan rumah jabatan beserta perlenghapannya dan
kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
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{3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib
mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan
dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1
(satu) bulzn scjak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

(1) Anggota DPFRD dapat disedizkan masing-masing 1 (satu) rumah dinas
beserta perlengkapannya.

(2) Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah masing-masing
komisi DPRD dapat disediakan kendaraan dinas operasional vang
penggunaannya diatur oleh Sekretarjat DPRD.

{3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada
APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur
dengan Keputusan Kepala Dacrah,

(4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya,
wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan
sejak tanggal pemberhentian.

- Pasal 21

Rtimah jabatan Pimpinan DPRD, rumzh dinas Anggota DPRD beserta
perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pirapinan DPRD tidak dapat
" disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtampankan atau diubah
struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pemerintah Dacrak belum dapat menyediakan rumah jabatan
Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberikan funjangan perumahan,

(2} Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

-

Pasal 23
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
(2) Pakaian dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dari
a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
¢. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.

(3) Penectapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas
mempertimbangkan prinsip penghetnatan, kepatutan, dan kewajaran;

(4) Penctapan standar satuan harga dan kualitaz bahan pakaian dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
F.epala Daerah,

b
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Pasal 24

Dalam hal Pimpinan atau Anggola DPRD meninggal dunia kepada ahli waris

diberikan :

a. llang duka wafat sehesar 2 (dua) kali vang representasi atau apabila
meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan vang duka tewas

scbesar 6 {(enam) kali uang representasi;

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah,

¢. Bantuan biaya scbagaimana dimaksud pada burup b, adalah biaya yang
dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atan tempat tugas
sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Ketiga
Unng Jasa Pengabdian
Pasal 25

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri
masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan
ketentuan :

a. Masa bakti kurang dari 1 (sat) tzhun, dihitung 1 (satu) tahun pench
dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan vang representasi;

b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian 1 (satu) bulan vang representast;

c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan vang jasa
pengabdisn 2 (dua) bulan uang representasi,

d. Masa bakti sampai denmgan 3 (tiga) tahun, diberikan vang jasa
pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;

€. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tamm, diberikan uang jasa
pengabdian 4 (empat) bulan nang representasi;

f Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tabum, diberikar uang jasa
pengabdian 5 (lima) bulan uang representasi;

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meningga! dunia, uang jasa
pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibsrikan kepada ahli
warisnya,

{4) Penbayaran uang jasa penpabdian dilakukan setelah yang bersanghkutan
dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 26

(1) Belanja Perunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran
tugas, fungsi dan wewenang DPRD .

{2) Belanja Penunjang Kegiatan sgbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

(3) Fungsi schagaimana dimaksud pada ayat (1) serdiri dari
2 Legislasi;

b.

Anggaran;

c. Pengawasan,
(4) Tugas dan wewenang schagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.

b.

Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk
mendapat persetujuan bersama;

Menetapkan APBD bersama-sama dengan Bupati;

€. Meclaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dant peraturan

perundang-undangan lzinnya, keputusan Bupati, APBD, kebijakan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan
daerah dan kerjasama internasional di daerah;

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubemur;

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Dacrah
Kabupaten Karawang terhadap rencana perjanjian internasional yang
meiiyangkut kepentingan daerah;

Meminla laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam
pelaksanaan tugas desentralisasi,

€9 Bedanja Penunjang kegiatan sebagaimani dimaksud pada ayat (1) dapat
barupa kegiatan :

2
h
€

d
€
L

Kwmjunga kerja;

Penyiapan pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
Peningkatan SDM dan profesionatisme;

Dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;,
Kegiatan kepanitiaan; dan

Rapat-rapat Fraksi.

#6) Peactapan harpa satuan dan standar belanja penunjang kegiatan DPRD

- dissson secara terukur, wajar, patui, rasional dan tidak bersentuhan
desgan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, mengacu kepada harga
staada barang dan jasa yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati
besdasarkan: peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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{7 Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke
dalam RASK/DASK,

Pasal 27

(3) Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, karenanya tidak
disediakan pos anggaran Fraksi baik barups tmjangan penerimaan
maupun biaya operasional lainnya.

(4) Untuk mendukung kegiatan rapat-rapal Fraksi dapat disediakan biaya
rapat dari anggaran Sekretariat DPRD yang diberikan dalam bentuk paket
biaya rapat.

(5) Besamya paket biaya rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan jumlah Anggota Fraksi dan ditetapkan dengan
keputusan Kepala Daerah,

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasat 28

{3) Sckretaris DPRD menywsun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kescjahteraan
Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

{(4) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan
dalam Pos DPRD.

(5) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal
18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan belanja penunjang
kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, dianggarkan dalam
Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebapai
berikut :

Belanja Pegawai,

Belanj2 Barang dan Jasa,

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Modal.

{4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan ofeh Sckretariat DPRD denpan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pasal 29
Peaganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja

DPRD untuk twjuan di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah
i dinyatakan melanggar hukum.

om0 g
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Pasal 30

(1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dart APBD.

(2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban
belanja DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan
dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

o Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini yang menyangkut
& teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

\ Pasal 32.
Peraturan dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengefahwinya, memerintahkan pengundangan peraturan
dacrah ini dengan penempatarmya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten

Karawang,
Ditetapkandi K arawan g
pada fanogal 14 April 2005
i- Diundangkan diK arawang
{ pada tanggal 28 Apnl 2005
r

ARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005
I NOMOR : 4 SERI: D




